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Perpanjangan misi AMM  
 

Pernyataan Media oleh Ketua AMM – 12 Mei 2006 
 
 
Banda Aceh, Indonesia. Kemarin, tanggal 11 Mei di Brussels, sebuah pertimbangan positif 
diberikan oleh Uni Eropa terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk AMM 
melanjutkan mandatnya hingga tanggal pelaksanaan Pilkada di Aceh, namun tidak melebihi 
dari tanggal 15 September 2006.  
 
Pihak-pihak yang terlibat dalam Nota Kesepahaman Helsinki mengetahui bahwa 
perpanjangan ini harus menjadi perpanjangan yang terakhir. Saat AMM meninggalkan Aceh, 
AMM akan harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya, seperti yang 
telah disepakati oleh pihak-pihak di Helsinki.  
 
Oleh karena itu, saat ini Pemerintah dan Parlemen Indonesia yang memastikan bahwa 
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) disahkan sesegera mungkin. Hal ini akan 
membuka jalan untuk pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang semula diperkirakan bulan April, 
untuk diselenggarakan segera setelah  UU PA disahkan.   
 
Proses perdamaian sejauh ini telah berjalan dengan lancar didukung oleh komitmen kuat dari 
kedua belah pihak untuk mensukseskannya. Masyarakat Aceh secara benar mengharapkan 
bahwa langkah-langkah selanjutnya pada jalan menuju perdamaian berkelanjutan yang dapat 
berdiri sendiri, diambil tanpa penundaan lebih lanjut.  
 
Proses perdamaian tidak seharusnya kehilangan momentum.  
 
 

*** 
Catatan untuk Redaksi: 
 
1.AMM merupakan sebuah misi sipil terdiri dari para anggota pemantau yang berasal dari 
Uni Eropa dan 5 negara ASEAN telah mendirikan sebuah Markas Besar di Banda Aceh dan 
memiliki 11 kantor wilayah yang tersebar di provinsi Aceh:  Banda Aceh, Sigli, Bireuen, 
Lhokseumawe, Langsa, Tapaktuan, Blang Pidie, Meulaboh, Calang, Kutacane dan Takengon.  
 
2. Uni Eropa dan ASEAN secara penuh menghormati integritas wilayah Indonesia dan 
memandang masa depan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
AMM bersifat tidak memihak dan tidak mewakili kepentingan manapun.   


